JIEM: Volume 5 (No.01) 2026 Pp 168-186

e-ISSN: 2829-6389 (Online)

JIEM: Journal Of International Entrepreneurship and Management

i
]
i

Check for
updates

http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JIEM/index

DOI : https://doi.org/10.62668/jiem.v5i01.2590
Email : info@azramediaindonesia.com

Open Access

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON LEGISLATIF OLEH
PARTAI POLITIK DI KPU PROVINSI GORONTALO

Wilvon Malahika™!, Lisda Van Gobel?, Sofyan Al Hadar?
123 Universitas Bina Taruna Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia
*Corresponding Author: wilvonmalahikal @gmail.com

Info Article

Received :
01 April 2026
Revised :
04 Mei 2026
Accepted :
02 Juni 2026
Publication :
30 Juni 2026

Keywords:
Women's
Representation;
Affirmative Action
Policy,; Public Policy
Implementation;
Political Parties,
Repeat Election
Kata Kunci:
Keterwakilan
Perempuan;
Kebijakan Afirmasi;
Implementasi
Kebijakan Publik;
Partai Politik;
Pemungutan Suara
Ulang

Licensed Under a
Creative Commons
Attribution 4.0
International
License

Abstract: The policy requiring a minimum of 30 percent women's
representation in legislative candidate lists is an important
affirmative action measure to promote gender equality in political
representation. However, its implementation at the regional level
continues to face administrative challenges that may lead to
electoral disputes. This study examines the implementation of this
policy and the factors influencing of Gorontalo Province. A
qualitative case study approach was employed, with data collected
through in-depth interviews with eleven informants, observations,
and document analysis, and analyzed using an interactive data
analysis model. The findings indicate that, although women's
representation exceeded the mandatory 30 percent threshold
overall, one electoral district experienced a decline in women's
representation, resulting in an electoral dispute and a repeat
election. This situation was influenced by the commitment of
policy implementers, regulatory compliance, resource capacity,
and inconsistent administrative procedures. The study concludes
that compliance with the administrative quota alone does not
necessarily ensure substantive women's political representation at
the local level.

Abstrak: Kebijakan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen
dalam daftar calon legislatif merupakan instrumen afirmasi
penting untuk mendorong kesetaraan representasi politik, namun
penegakannya di tingkat daerah masih menyisakan persoalan
administratif yang dapat memicu sengketa pemilu. Penelitian ini
menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor
yang memengaruhinya pada pencalonan anggota legislatif. Penelit
ian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus,
dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap
sebelas informan, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis sec
ara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan keterwakilan peremp
uan secara agregat telah melampaui ambang 30 persen, tetapi satu
daerah pemilihan yang mengalami penurunan persentase keterwak
ilan justru bersengketa dan mengalami pemungutan suara ulang,
dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, kepatuhan regulatif, kapasi
tas sumber daya, dan mekanisme administrasi yang belum
konsisten. Kesimpulannya kepatuhan kuota administratif belum
menjamin representasi substantif perempuan dalam politik lokal.
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INTRODUCTION

Kebijakan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif merupakan
kebijakan afirmatif yang secara normatif telah memperoleh legitimasi hukum melalui
berbagai regulasi pemilu di Indonesia (White, 2026; Browne dkk., 2024). Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit mengamanatkan
keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon anggota
legislatif yang diajukan oleh partai politik (Howlett, 2019; Eitan & Bukchin-Peles, 2026).
Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
khususnya terkait mekanisme pencalonan, penyusunan daftar calon, serta penerapan
sistem zipper untuk memastikan keterwakilan perempuan tidak bersifat simbolik dan
semata-mata numerik (Pemerintah Indonesia, 2017; KPU, 2023). Sebagai instrumen
affirmative action, kebijakan kuota gender dirancang untuk mengoreksi ketimpangan
representasi politik yang telah berlangsung lama dan tidak dapat diselesaikan hanya
melalui prinsip persamaan formal (Howlett & Cashore, 2014; Howlett & Cashore, 2020;
Walt dkk., 2008).

Namun demikian, keberadaan regulasi yang kuat tidak secara otomatis menjamin
efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Krook, (2010); Clayton, (2021) serta Dahlerup
& Freidenvall, (2009); Dragan & Teclean, (2023) menegaskan bahwa kebijakan kuota
gender di berbagai negara kerap direduksi menjadi kepatuhan formal tanpa disertai
perubahan substantif dalam relasi kekuasaan politik. Studi terbaru mengenai
keterwakilan perempuan di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan serupa:
Aspinall dkk., (2021) menemukan bahwa lemahnya kaderisasi politik perempuan,
dominasi elite partai laki-laki, keterbatasan akses terhadap jaringan politik, serta
pragmatisme elektoral partai politik menjadi faktor yang berulang kali menghambat
efektivitas kebijakan afirmatif gender, sehingga pemenuhan kuota 30 persen sering kali
diupayakan dalam waktu singkat dan cenderung berorientasi administratif semata
(Hidayat, 2024; Wiranti dkk., 2025; Aisyah dkk., 2025).

Persoalan tersebut tidak hanya bersifat umum, tetapi juga tercermin dalam berbagai
studi empiris di tingkat daerah. Martini dkk., (2021) di Jawa Tengah dan Katili dkk.,
(2025) di Gorontalo menemukan bahwa meskipun kuota 30 persen perempuan secara
administratif terpenuhi, calon legislatif perempuan kerap ditempatkan pada nomor urut
non-strategis dan tidak memperoleh dukungan institusional yang memadai dari partai
politik (Mufrikhah, 2020; Basri & Lestari, 2021; Hamidah Abdurrachman dkk., 2019).

Temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak semata-
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mata terletak pada regulasi, tetapi juga pada praktik pelaksanaan dan komitmen internal
partai politik. White dkk., (2024) memperkuat simpulan ini dengan menunjukkan bahwa
lemahnya penegakan regulasi kuota gender berpotensi menurunkan integritas pemilu dan
memicu sengketa kepemiluan, yang pada gilirannya dapat berujung pada konsekuensi
administratif yang lebih luas, termasuk pemungutan suara ulang.

Dalam konteks Provinsi Gorontalo, persoalan tersebut dapat ditelusuri melalui
Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo pada
Pemilihan Umum 2024. Secara agregat, keterwakilan perempuan mencapai 38,94 persen
dari 547 calon, melampaui ambang minimal 30 persen. Namun, pembacaan agregat ini
menyamarkan ketimpangan di tingkat daerah pemilihan: pada Daerah Pemilihan 6 yang
meliputi Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, mekanisme pembulatan angka
keterwakilan perempuan menjadi sumber perdebatan hukum yang berujung pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXI1/2024 dan
pelaksanaan pemungutan suara ulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan kuota
30 persen tidak dapat dipahami sebagai prosedur administratif semata, melainkan
memiliki konsekuensi langsung terhadap legitimasi tahapan pemilu (Erwani & Siregar,
2024).

Berbagai kerangka teoretis telah dikembangkan untuk menjelaskan kesenjangan
antara desain kebijakan afirmasi dan praktik pelaksanaannya. Edwards III ( dalam
Habsana dkk., 2026) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik
dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi
pelaksana, dan struktur birokrasi, sementara Van Meter dan Van Horn (dalam, Purnawati
dkk., 2026) menekankan pentingnya interaksi antara standar kebijakan, karakteristik
organisasi pelaksana, dan kondisi lingkungan tempat kebijakan dijalankan. Dari
perspektif representasi politik, Dahlerup & Freidenvall, (2009) membedakan antara
keterwakilan deskriptif, yakni proporsi kehadiran perempuan secara numerik, dan
keterwakilan substantif, yakni pengaruh nyata perempuan dalam proses dan hasil
kebijakan.

Gagasan tersebut diperkuat oleh Phillips (Elsdsser & Schéfer, 2023) melalui
konsep politics of presence, yang menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam
struktur politik tidak otomatis menghasilkan representasi yang bermakna apabila tidak
diikuti oleh dukungan kelembagaan dan peluang kompetisi yang setara. Pada level
operasional, Duverger (dalam, Novak, 2026) memandang partai politik sebagai institusi

yang menjalankan fungsi rekrutmen dan seleksi kandidat, sehingga kualitas representasi
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sangat bergantung pada kemampuan partai membangun kaderisasi yang sistematis,
sedangkan teori kepatuhan regulatif menekankan bahwa kepatuhan aktor terhadap suatu
aturan ditentukan oleh kejelasan aturan, kapasitas pelaksana, dan konsekuensi yang
menyertainya (Halimatusa’diyah & Jannah, 2025).

Pemetaan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian
menempatkan kebijakan keterwakilan perempuan pada ranah normatif, perilaku
kelembagaan partai politik, atau evaluasi kebijakan secara global dan komparatif.
Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami
hambatan struktural keterwakilan perempuan, penelitian-penelitian tersebut belum
secara spesifik mengaitkan implementasi kebijakan keterwakilan perempuan pada tahap
pencalonan dengan konsekuensi administratif dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat
daerah, khususnya terjadinya pemungutan suara ulang sebagai indikator kegagalan
implementasi kebijakan publik secara lokal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis
implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif oleh partai
politik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di
Provinsi Gorontalo. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan
implementasi kebijakan afirmasi gender dengan dinamika administrasi pemilu dan
konsekuensinya berupa pemungutan suara ulang, dengan menjadikan Daerah Pemilihan
6 sebagai konteks empiris studi kasus. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada tahapan
pencalonan, mencakup proses rekrutmen, pemenuhan kuota, dan praktik administratif,
sehingga diharapkan memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi kajian
administrasi publik dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan

kebijakan afirmatif gender di tingkat daerah.

METHOD

Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case
study) untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan keterwakilan
perempuan 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif, yang melibatkan berbagai
aktor, prosedur administratif, serta dinamika kelembagaan yang kompleks (Amila Nkk
Gamage, 2025; Creswell & Guetterman, 2025; Haq & Yasin, 2025). Desain studi kasus
dipilih karena penelitian ini memfokuskan kajian pada satu kasus spesifik, yaitu
implementasi kebijakan keterwakilan perempuan yang berimplikasi pada terjadinya

pemungutan suara ulang dalam pemilihan legislatif di Provinsi Gorontalo, sehingga
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memungkinkan penelusuran fenomena kebijakan secara komprehensif dalam konteks
nyata (real-life context).

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dengan menempatkan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Gorontalo, partai politik peserta Pemilu 2024, serta Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten
Boalemo dan Kabupaten Pohuwato) sebagai lokus utama karena daerah pemilihan
tersebut mengalami pemungutan suara ulang yang berkaitan langsung dengan
pemenuhan keterwakilan perempuan. Sejalan dengan karakter penelitian kualitatif,
konsep populasi dan sampel digantikan dengan situasi sosial penelitian yang mencakup
tempat (Provinsi Gorontalo dan institusi terkait), pelaku (komisioner KPU dan Bawaslu,
pengurus partai politik, calon legislatif perempuan, dan akademisi pemerhati pemilu),
serta aktivitas (rekrutmen dan pencalonan caleg, verifikasi dan penetapan daftar calon,
pengawasan, hingga dinamika sengketa proses yang berujung pada pemungutan suara
ulang).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara
semi-terstruktur terhadap sebelas informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas dua
komisioner/staf Komisi Pemilihan Umum, satu anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum, tiga pengurus partai politik, dua calon legislatif perempuan, dan tiga
akademisi/pemerhati pemilu, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Data sekunder
diperoleh melalui penelaahan dokumen, meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Agung
Nomor 24 P/HUM/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXI1/2024, Dokumen Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi
Gorontalo Tahun 2019 dan 2024, serta dokumen resmi KPU dan Bawaslu yang

digunakan untuk membangun konteks penelitian dan melakukan triangulasi temuan.

Tabel 1. Daftar Informan dalam Penelitian

No Instansi/Individu Jumlah
KPU Provinsi Gorontalo 2
Bawaslu Provinsi Gorontalo
Pengurus Partai Politik
Calon Legislatif Perempuan
Akademisi/Pemerhati Pemilu

Total 11
Sumber: Data primer penelitian, 2026.

DN |W|IN|—
W [N (W[ —

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu

wawancara mendalam, observasi non-partisipatif terhadap kondisi kelembagaan dan
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proses administrasi pencalonan, serta dokumentasi terhadap regulasi, putusan hukum,
dan data keterwakilan perempuan. Hasil wawancara direkam, ditranskrip, dan dikoding
berdasarkan kelompok informan untuk mempermudah proses reduksi dan interpretasi
data.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman, (1994),
yang terdiri atas tiga tahap utama. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan
mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan dua fokus
penelitian, yaitu implementasi kebijakan (rekrutmen calon legislatif perempuan,
pemenuhan kuota 30 persen, dan praktik administratif) serta faktor-faktor yang
memengaruhinya (komitmen pelaksana, kepatuhan regulatif, kapasitas sumber daya, dan
mekanisme administrasi). Penyajian data dilakukan secara naratif deskriptif dengan
mengelompokkan temuan berdasarkan kategori informan, dan dikuatkan oleh data
dokumentasi DCT 2019 dan 2024. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara
bertahap melalui perbandingan hasil antarinforman, pencocokan dengan dokumen
pendukung, serta penghubungan temuan dengan kerangka teori implementasi kebijakan
yang digunakan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari
KPU, Bawaslu, partai politik, caleg perempuan, akademisi, dan dokumen resmi),
triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta
triangulasi waktu (pengecekan ulang informasi pada periode pengumpulan data yang
berbeda) untuk menjamin kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian. Penelitian ini
juga memperhatikan prinsip etika penelitian, mencakup penghormatan terhadap harkat
dan martabat informan, perlindungan privasi dan kerahasiaan data, keadilan dan

inklusivitas dalam pemilihan informan, serta pertimbangan manfaat dan risiko penelitian.

RESULT AND DISCUSSION
Results

Provinsi Gorontalo dipilih sebagai lokus penelitian karena menghadirkan dinamika
implementasi kebijakan keterwakilan perempuan yang relevan, terutama setelah salah
satu daerah pemilihan mengalami sengketa proses yang berujung pada pemungutan suara
ulang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, sebagai aktor administrasi publik
yang berwenang memverifikasi dan menetapkan daftar calon tetap, menjalankan
fungsinya melalui pembagian peran antara unsur komisioner dan sekretariat (lihat

penempatan Gambar 1: Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi
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Gorontalo, disisipkan pada bagian ini untuk menggambarkan pembagian fungsi
pengambilan kebijakan teknis dan dukungan administratif).

Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang menjalankan
fungsi pengawasan dan pencegahan, serta partai politik peserta Pemilu 2024 sebagai
aktor utama rekrutmen dan pencalonan, ketiga institusi tersebut membentuk ruang
kelembagaan tempat kebijakan keterwakilan perempuan diterjemahkan menjadi praktik
pencalonan, dengan Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato,
alokasi 11 kursi) sebagai lokus empiris utama. Sebagai gambaran awal, Tabel 1
menyajikan rekapitulasi jumlah Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Gorontalo pada
Pemilu 2019 dan 2024 menurut daerah pemilihan.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi
Gorontalo Tahun 2019 dan Tahun 2024 Menurut Daerah Pemilihan

No Daerah Pemilihan Jumlah DCT Tahun 2019 Jumlah DCT Tahun 2024

1 Dapil 1 88 109
2 Dapil 2 68 80
3 Dapil 3 86 107
4 Dapil 4 63 66
5 Dapil 5 50 58
6 Dapil 6 126 127

Total 481 547

Sumber: Diolah dari Rekapitulasi Keterwakilan Perempuan DCT DPRD Provinsi
Gorontalo Tahun 2019 dan Tahun 2024.

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah calon dari 481 orang pada
2019 menjadi 547 orang pada 2024 di seluruh enam daerah pemilihan, dengan Daerah
Pemilihan 6 secara konsisten memiliki jumlah calon terbesar (126 pada 2019 dan 127
pada 2024). Untuk memperjelas proporsi keterwakilan perempuan pada setiap periode,
Tabel 2 menyajikan perbandingan jumlah dan persentase calon perempuan menurut
daerah pemilihan.

Tabel 2. Perbandingan Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Tetap
(DCT) DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dan Tahun 2024

No Daerah Tahun | Laki-laki | Perempuan | Persentase Perempuan (%)
Pemilihan (L) P)
1 Dapil 1 2019 53 35 39,8
2024 68 41 37,6
2 Dapil 2 2019 44 24 35,3
2024 51 29 36,2
3 Dapil 3 2019 55 31 36,0
2024 61 46 43,0
4 Dapil 4 2019 39 24 38,1
2024 39 27 40,9
5 Dapil 5 2019 30 20 40,0
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2024 33 25 43,1

6 Dapil 6 2019 78 48 38,1
2024 82 45 35,4

Total 2019 299 182 37,8

2024 334 213 38,9

Sumber: Diolah dari Rekapitulasi Keterwakilan Perempuan DCT DPRD Provinsi
Gorontalo Tahun 2019 dan Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 2, keterwakilan perempuan secara agregat meningkat dari 182
orang (37,8%) pada 2019 menjadi 213 orang (38,9%) pada 2024, dengan persentase per
daerah pemilihan berada pada rentang 35,3%-40,0% (2019) dan 35,4%-43,1% (2024);
seluruh daerah pemilihan pada kedua periode telah melampaui ambang minimal 30
persen. Tiga daerah pemilihan (Dapil 3, 4, dan 5) mengalami kenaikan persentase,
sementara Daerah Pemilihan 6 justru mengalami penurunan dari 38,1% (48 orang) pada
2019 menjadi 35,4% (45 orang) pada 2024 satu-satunya daerah pemilihan yang
kemudian bersengketa dan mengalami pemungutan suara ulang.

Pada aspek rekrutmen, hasil wawancara menunjukkan variasi praktik antarpartai.
Pengurus Partai Demokrat (Informan Y) menjelaskan bahwa rekrutmen perempuan
dibangun sejak penyusunan struktur kepengurusan berjenjang dengan porsi 30 persen,
diikuti pengaderan dan pemantauan elektabilitas hingga tahapan pemilu. Pengurus Partai
Gerindra (Informan SA) menyatakan rekrutmen caleg perempuan relatif terbuka dan
menegaskan keterwakilan perempuan "bukan sekadar syarat administrasi, tapi kewajiban
hak siapa saja yang ingin berkarir di partai". Sebaliknya, Pengurus Partai Golkar
(Informan AA) mengungkapkan kesulitan merekrut caleg perempuan karena
ketidakberminatan kader perempuan yang ada dalam struktur partai, yang diduga terkait
izin keluarga dan beban domestik pandangan yang dikuatkan oleh pengalaman caleg
perempuan Dapil 6 (Informan ST) yang menyebut masyarakat masih menilai perempuan
"kurang layak menjadi pemimpin". Meski demikian, partai-partai tetap memberikan
dukungan pasca-pencalonan berupa fasilitasi kampanye dan sosialisasi.

Pada aspek pemenuhan kuota 30 persen, Ketua KPU Provinsi Gorontalo (Informan
SR) menegaskan ketentuan tersebut bukan aturan baru dan KPU hanya menjalankan
verifikasi sesuai regulasi yang berlaku, sementara persoalan yang sesungguhnya muncul
pada Pemilu 2024 adalah mekanisme pembulatan angka keterwakilan perempuan, bukan
keberadaan kuotanya. Staf Bagian Hukum KPU (Informan RH) menjelaskan bahwa
Sistem Informasi Pencalonan (Silon) otomatis mendeteksi ketidaksesuaian kuota,

termasuk kasus penggantian calon laki-laki dengan calon perempuan. Anggota Bawaslu
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Provinsi Gorontalo (Informan WA) menambahkan bahwa fungsi pencegahan dijalankan
sejak awal tahapan melalui penyampaian saran perbaikan kepada KPU. Pada akhirnya,
baik Informan SR maupun Informan RH menegaskan bahwa pemungutan suara ulang
terjadi bukan karena proses pemungutan suara itu sendiri, melainkan sebagai
konsekuensi hukum dari persoalan pemenuhan keterwakilan perempuan pada tahap
pencalonan di Dapil 6, yang ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXI1/2024.

Pada aspek praktik administratif, verifikasi dijalankan berdasarkan Peraturan KPU
yang berlaku nasional, didukung Silon sebagai instrumen deteksi dini, serta koordinasi
yang dinilai berjalan baik oleh pengurus partai (Informan AA, Y, SA) termasuk
pemberian peringatan dini oleh KPU dan keterlibatan KPU-Bawaslu sebagai narasumber
pendidikan politik partai. Namun, Informan RH mencatat bahwa sebelum penetapan,
pengawalan kuota perempuan belum berjalan karena diasumsikan partai telah memahami
aturan, sehingga perubahan interpretasi regulasi mengenai mekanisme pembulatan turut
memengaruhi konsistensi praktik administratif selama tahapan berlangsung.

Pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, hasil penelitian
mengidentifikasi empat tema. Pertama, komitmen pelaksana bervariasi antarpartai, dari
yang mengintegrasikan keterwakilan perempuan sebagai strategi organisasi hingga yang
memandangnya sebagai pemenuhan administratif, akademisi (Informan HY) menilai
kualitas demokrasi meningkat ketika afirmasi dijalankan konsisten dan menurun ketika
hanya formalitas. Kedua, kepatuhan regulatif diwarnai dinamika hukum: Pasal 8 ayat (2)
PKPU Nomor 10 Tahun 2023 awalnya mengatur pembulatan ke bawah, kemudian
dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang
menetapkan pembulatan ke atas. Ketiga, kapasitas sumber daya menunjukkan bahwa
ketersediaan kader perempuan di struktur partai tidak otomatis berbanding lurus dengan
kesiapan berkontestasi, sebagaimana dikemukakan Informan AA dan diperkuat
akademisi (Informan RTSG) yang menekankan keterwakilan sebagai proses penguatan
partisipasi, bukan sekadar pemenuhan jumlah. Keempat, mekanisme administrasi
verifikasi berlapis, Silon, dan koordinasi KPU-Bawaslu-partai berfungsi sebagai
instrumen pengendalian implementasi, namun efektivitasnya tetap bergantung pada
konsistensi penerjemahan regulasi yang terus berkembang sepanjang tahapan Pemilu
2024.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut memperlihatkan pola yang konsisten

antara data kuantitatif pada Tabel 1 dan Tabel 2 dengan narasi kualitatif hasil wawancara:
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keterwakilan perempuan secara agregat dan pada hampir seluruh daerah pemilihan telah
memenuhi, bahkan melampaui, ambang 30 persen yang dipersyaratkan regulasi. Namun
demikian, satu-satunya daerah pemilihan yang mengalami penurunan persentase
keterwakilan perempuan antarperiode, yaitu Daerah Pemilihan 6, justru menjadi daerah
pemilihan yang bersengketa dan mengalami pemungutan suara ulang. Pola ini
menunjukkan keterkaitan empiris antara variasi pemenuhan kuota di tingkat dapil dengan
tingkat risiko sengketa proses, yang menjadi pijakan penting bagi pembahasan pada
bagian berikutnya mengenai bagaimana komitmen pelaksana, kepatuhan regulatif,
kapasitas sumber daya, dan mekanisme administrasi saling berinteraksi dalam

membentuk hasil implementasi kebijakan tersebut.

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
PERIODE 2023-2028

KETUA KPU PROVINSI GORONTALO

SOPHIAN RAHMOLA

ANGGOTA KPU PROVINS| GORONTALO

HENDRIK OPAN RISAN | ROY
IMRAN HAMSAH PAKAYA HAMRAIN

Divisi. Divisi Divisi Divisi
Toknis Penyolenggarasn ‘ Perencanaan, Data Sosialisasi, Pendidikan ‘ Hukum dan

dan Informasi Pernish, Partisipasi Pengawasan
Masyarakat dan SOM

SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO

HANIF PURWANTO

Sekretaris KPU
Provinsi Gorontalo

[ I 1

SUBBAGIAN { SUBBAGIAN ’ [ SUBBAIAN J ‘ SUBBAGIAN ’

Teknis Perryeienggarsan Pemily Pex
rencanss Keuangan, Us

Partisipasl dan iRl Hukum dan SOM Smsitalngs

Hubungan M

Oata dan Informasi dan Logistik

Sumber: KPU Provinsl Gorontalo, Profil Anggota dan Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028
(nttps://gorontalo kpu.go.id) Diskses tanggal 20 Mei 2025,

Gambar 1. Stuktur Organisasi KPU Provinsi Gorontalo

Discussion
Implementasi Kebijakan dalam Proses Pencalonan

Temuan bahwa partai politik di Provinsi Gorontalo telah mengintegrasikan
rekrutmen perempuan ke dalam struktur kepengurusan, namun dengan tingkat kesiapan
yang bervariasi, dapat dijelaskan melalui teori partai politik Duverger (dalam, Novak,
2026), yang memandang partai bukan sekadar kendaraan elektoral, melainkan institusi
yang menjalankan fungsi rekrutmen dan seleksi kandidat. Dalam perspektif ini, kualitas
representasi politik perempuan ditentukan oleh kemampuan partai membangun
kaderisasi sistematis sebelum memasuki arena kompetisi, bukan oleh terpenuhinya angka
kuota pada saat pencalonan berlangsung. Variasi praktik antarpartai yang ditemukan dari

Partai Demokrat yang menanamkan porsi 30 persen sejak penyusunan struktur

177

JIEM: Volume 5 (No.01) 2026 Pp 168-186



Wilvon Malahika JIEM: Volume 5 (No.01) 2026 Pp 168-186

kepengurusan hingga Partai Golkar yang mengalami kesulitan mengonversi kader
perempuan menjadi kandidat memperlihatkan bahwa fungsi rekrutmen partai belum
sepenuhnya menghasilkan ketersediaan kader perempuan yang berkelanjutan, sejalan
dengan Edwards III (dalam, Habsana dkk., 2026) yang menempatkan sumber daya dan
disposisi pelaksana sebagai dua variabel kritis: keterbatasan jumlah kader perempuan
yang siap dicalonkan adalah persoalan sumber daya, sementara perbedaan cara partai
memaknai kebijakan afirmasi sebagai agenda politik organisasi atau sekadar kewajiban
administratif adalah persoalan disposisi.

Pembacaan terhadap hambatan sosial yang diungkapkan informan, yaitu persepsi
keluarga, beban domestik, dan pandangan masyarakat bahwa perempuan "kurang layak
menjadi pemimpin", memperkuat argumen Dahlerup & Freidenvall, (2009) mengenai
jarak antara keterwakilan deskriptif dan substantif. Data pada Tabel 2 menunjukkan
keberhasilan deskriptif yang jelas keterwakilan perempuan 38,9 persen pada 2024 tetapi
keberhasilan numerik ini tidak otomatis mencerminkan kesetaraan peluang kompetitif,
sebagaimana ditegaskan Phillips (dalam, Triana dkk., 2021; Dahlum dkk., 2022) melalui
konsep politics of presence: kehadiran administratif perempuan dalam daftar calon belum
menjamin tercapainya tujuan afirmasi apabila tidak diikuti penguatan kaderisasi,
dukungan organisasi, dan ruang kompetisi yang setara. Temuan ini sejalan dengan
Aspinall, White, dan Savirani (2021) yang menunjukkan bahwa hambatan keterwakilan
perempuan di Indonesia tidak terletak pada regulasi, melainkan pada kapasitas
kelembagaan partai menerjemahkan kuota menjadi peluang politik nyata; namun
penelitian ini menambahkan nuansa baru bahwa di Gorontalo, hambatan tersebut juga
berasal dari sisi kesiapan individu perempuan untuk bertahan dalam kontestasi, bukan
semata dari sisi kelembagaan partai.

Pada aspek pemenuhan kuota, data pada Tabel 1 dan Tabel 2 memperlihatkan
bahwa kepatuhan administratif 30 persen tercapai pada hampir seluruh daerah pemilihan,
tetapi justru Daerah Pemilihan 6 satu-satunya yang mengalami penurunan persentase
keterwakilan perempuan dari 38,1 persen (2019) menjadi 35,4 persen (2024) yang
kemudian bersengketa. Pola ini secara empiris menguatkan kekhawatiran International
IDEA (2021) bahwa lemahnya penegakan regulasi kuota gender berpotensi menurunkan
integritas pemilu dan memicu sengketa kepemiluan. Dinamika regulasi mengenai
mekanisme pembulatan angka dari pembulatan ke bawah sesuai Pasal 8 ayat (2) PKPU
Nomor 10 Tahun 2023 menjadi pembulatan ke atas sesuai Putusan Mahkamah Agung

Nomor 24 P/HUM/2023 memperlihatkan bahwa kepatuhan regulatif, dalam kerangka
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clarity, capacity, dan consequences Halimatusa’diyah & Jannah, (2025), tidak cukup
dipahami sebagai kepatuhan formal pada satu titik waktu, melainkan sebagai kemampuan
aktor menyesuaikan praktik terhadap interpretasi hukum yang berkembang.
Ditegaskannya persoalan ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXI1/2024 memperlihatkan bahwa keterwakilan substantif
Dahlerup & Freidenvall, (2009) di Gorontalo justru terjawab secara hukum, bukan secara
politik: keadilan afirmatif baru ditegakkan setelah melalui jalur sengketa proses, bukan
melalui kesadaran kelembagaan partai sejak awal.

Praktik administratif yang dijalankan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon)
dan verifikasi berlapis KPU menggambarkan dengan baik dimensi struktur birokrasi
dalam model Edwards IIT (dalam, Wulandari dkk., 2026) standar operasional dan sistem
digital meningkatkan konsistensi pelaksanaan, namun pengakuan Informan RH bahwa
pengawalan kuota belum berjalan sejak sebelum penetapan karena diasumsikan partai
sudah memahami aturan menunjukkan keterbatasan klasik birokrasi yang digambarkan
Weber (1946): rigiditas prosedural dapat menimbulkan ruang tafsir ketika standar
normatif "paling sedikit 30 persen" diterjemahkan ke dalam parameter teknis sistem.
Norris (2015) menunjukkan bahwa tata kelola dan kualitas administrasi pemilu
menentukan tingkat akses dan keadilan kompetisi politik; temuan di Gorontalo
memperkuat hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem digital seperti Silon hanya
efektif sebagai instrumen deteksi dini apabila disertai pemahaman yang seragam

terhadap substansi kebijakan, bukan sekadar kepatuhan terhadap ambang teknis semata.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keempat faktor implementasi yang ditemukan komitmen pelaksana, kepatuhan
regulatif, kapasitas sumber daya, dan mekanisme administrasi secara teoretis
berkesesuaian dengan empat variabel Edwards 111 (dalam, Wulandari dkk., 2026), namun
penelitian ini menunjukkan bahwa keempatnya tidak bekerja secara terpisah, melainkan
saling memperkuat dalam membentuk hasil implementasi di Dapil 6. Komitmen
pelaksana yang masih berorientasi administratif pada sebagian partai berinteraksi dengan
kapasitas sumber daya yang terbatas sebagaimana diakui Informan AA mengenai
kesulitan mengonversi pengurus perempuan menjadi kandidat sehingga ketika kepatuhan
regulatif diuji oleh perubahan mekanisme pembulatan, mekanisme administrasi yang ada
belum cukup adaptif untuk mencegah persoalan tersebut bereskalasi menjadi sengketa

hukum. Pola interaksi ini memperkuat sekaligus memperluas Van Meter dan Van Horn
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(dalam, Alamoush dkk., 2024; Setyonugroho & Maki, 2024), yang menekankan bahwa
keberhasilan implementasi sangat bergantung pada interaksi antara standar kebijakan,
karakteristik organisasi pelaksana, dan kondisi lingkungan tempat kebijakan dijalankan
dalam kasus ini, kondisi lingkungan berupa dinamika hukum yang berubah di tengah
tahapan pencalonan.

Pernyataan akademisi (Informan HY) bahwa kualitas demokrasi meningkat ketika
afirmasi dijalankan konsisten dan menurun ketika sekadar formalitas memperkuat posisi
teoretis bahwa disposisi pelaksana bukan hanya soal kepatuhan, melainkan soal
keyakinan terhadap tujuan kebijakan itu sendiri argumen yang konsisten dengan temuan
Krook (2018) bahwa kebijakan afirmatif gender kerap direduksi menjadi kepatuhan
formal tanpa perubahan substantif relasi kekuasaan politik. Pada konteks kapasitas
sumber daya, pandangan Informan RTSG bahwa keterwakilan perempuan "harus
dipandang sebagai proses penguatan partisipasi, bukan sekadar memenuhi jumlah"
sejalan dengan kritik Norris dan Krook (2011) terhadap pendekatan kuota yang berhenti
pada angka tanpa disertai investasi pada kapasitas politik jangka panjang perempuan.

Dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya bersifat normatif,
komparatif global, atau evaluasi kebijakan secara makro (Krook, 2018; Budiatri, 2019;
Fitriyah, 2020), penelitian ini menemukan nuansa yang lebih spesifik: di Provinsi
Gorontalo, keempat faktor implementasi tidak hanya menentukan apakah kuota 30
persen terpenuhi secara administratif, tetapi juga menentukan apakah persoalan
keterwakilan perempuan tetap berada dalam ranah politik internal partai atau bereskalasi
menjadi sengketa hukum yang melibatkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Keterkaitan langsung antara implementasi kebijakan afirmasi gender dengan
konsekuensi administratif berupa pemungutan suara ulang inilah yang membedakan
temuan penelitian ini dari kajian-kajian terdahulu, dan menunjukkan bahwa keempat
faktor Edwards III (dalam, Wulandari dkk., 2026) perlu dibaca tidak hanya sebagai
prediktor keberhasilan kebijakan, tetapi juga sebagai prediktor risiko kegagalan
administratif pemilu di tingkat lokal.

Keterkaitan antarfaktor tersebut sejalan dengan kerangka konsep penelitian ini
(lihat penempatan Gambar 2: Kerangka Konsep Penelitian, yang menempatkan keempat
faktor implementasi sebagai variabel yang memengaruhi analisis kebijakan publik
keterwakilan perempuan dan bermuara pada konsekuensi implementasi), yang

menggambarkan bahwa keempat faktor tidak berdiri sejajar secara independen,
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melainkan membentuk rantai kausal yang bermula dari disposisi politik partai dan
berujung pada legitimasi tahapan pemilu.

Implikasinya, penempatan nomor urut perempuan pada posisi pelengkap zipper
system, sebagaimana ditemukan dalam latar belakang penelitian, dapat dibaca sebagai
titik temu antara lemahnya komitmen pelaksana dan rendahnya kapasitas sumber daya,
yang kemudian baru terlihat dampaknya ketika kepatuhan regulatif diuji oleh perubahan
mekanisme pembulatan kuota. Dengan demikian, regulatory compliance theory
Halimatusa’diyah & Jannah, (2025) dan teori implementasi Edwards III (dalam,
Wulandari dkk., 2026) tidak cukup dibaca secara terpisah; keduanya saling menjelaskan
bagaimana kejelasan aturan semata tidak akan menghasilkan kepatuhan substantif
apabila tidak ditopang oleh kapasitas dan komitmen aktor pelaksana di tingkat lokal,
sebuah keterkaitan yang belum banyak ditemukan secara eksplisit pada penelitian-
penelitian keterwakilan perempuan sebelumnya yang lebih berfokus pada salah satu

variabel implementasi secara terpisah.

LANDASAN REGULASI

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
dan Peraturan KPU
(Ketentuan Keterwakilan Perempuan 30%36)

1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan
Legislatif oleh Partai Politik
di Provinsi Gorontalo

il

FAKTOR-FAKTOR YANCG MEMPENGARUHI

e Rckrutmen caleg perempuan Komitmen pelaksana

e Pemenuhan kuota 30% Kepatuhan regulatif

> N : Kapasitas sumber daya
= Praktik administrasi i g .
Mekanisme administrasi

Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon
dan Konsekuensi Administrasi Pemilu
(rermasuk potensi sengkera dan

pemungutarn suara ularig)

Gambar 2. Kerangka Konsepual

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterwakilan
perempuan dalam daftar calon legislatif oleh partai politik di Provinsi Gorontalo telah
berhasil memperluas akses pencalonan perempuan secara prosedural, dengan
keterwakilan agregat meningkat dari 37,8 persen (2019) menjadi 38,9 persen (2024) dan
melampaui ambang 30 persen di seluruh daerah pemilihan. Namun, keberhasilan

deskriptif tersebut tidak merata: Daerah Pemilihan 6, satu-satunya daerah yang
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mengalami penurunan persentase keterwakilan perempuan antarperiode, justru menjadi
daerah yang bersengketa dan mengalami pemungutan suara ulang. Temuan ini
menegaskan bahwa empat faktor komitmen pelaksana, kepatuhan regulatif, kapasitas
sumber daya, dan mekanisme administrasi tidak bekerja secara independen, melainkan
saling berinteraksi dalam menentukan apakah kepatuhan administratif berkembang
menjadi representasi substantif atau justru bereskalasi menjadi konsekuensi hukum.
Secara teoretis, penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas model Edwards
I (dalam, Wulandari dkk., 2026) dengan menunjukkan keterkaitannya dengan
regulatory compliance theory dan pembedaan keterwakilan deskriptif-substantif
Dahlerup dalam konteks administrasi pemilu lokal, suatu keterkaitan yang belum banyak
dieksplisitkan pada kajian-kajian keterwakilan perempuan sebelumnya. Kontribusi
utama penelitian ini terletak pada penempatan pemungutan suara ulang sebagai indikator
empiris kegagalan implementasi kebijakan afirmasi gender, bukan sekadar persoalan
teknis kepemiluan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan komparatif
antardaerah pemilihan atau evaluasi pasca-pemilu untuk menelaah keterkaitan antara
keterwakilan dalam pencalonan dan keterpilihan perempuan secara aktual dalam

lembaga legislatif.
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